
 

 

 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR 81 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 57 TAHUN 2017  

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN   

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI   

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI,  

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Pati 

mendapatkan tambahan alokasi Bantuan Keuangan dari 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 

sebesar Rp 13.073.200.000,00; 

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor : 903/0017114 tanggal 10 Nopember 2017 

poin 2, menyatakan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang 

telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2017 agar menyesuaikan alokasi 

bantuan keuangan dimaksud dengan terlebih dahulu 

melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD; 

c. bahwa menyikapi usulan beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah perihal pergeseran rincian obyek belanja dalam 

obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek 

belanja dalam jenis belanja berkenaan sesuai ketentuan 

Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD; 

SALINAN 



 

d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2016, apabila terjadi perubahan akibat adanya 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya 

kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang 

mempengaruhi program dan kegiatan yang dibiayai dari 

dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta 

pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau 

mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan atau 

belum dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Daerah dapat 

melakukan pengeluaran anggaran; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

 



 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234);  

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

11. Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5679);  



 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara / Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);  



 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 

dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  6057); 



 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 13); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2016  (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2016 Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 10); 

30. Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja  

Daerah  Kabupaten  Pati  Tahun  Anggaran  2017 (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 57); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 

2017. 

 

 

 

 



 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 57 

Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 

Nomor 57) diubah sebagai berikut :  

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal 1 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pati  Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah 

Rp.2.878.185.141.000,00 bertambah sebesar 

Rp.13.073.200.000,00 sehingga menjadi 

Rp.2.891.258.341.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 

1. PENDAPATAN 

a. Semula           Rp2.699.703.198.000,00 

b. Bertambah       Rp 13.073.200.000,00    

      Jumlah Pendapatan setelah   

      Perubahan  Rp.2.712.776.398.000,00 

 

2. BELANJA  

a. Semula Rp 2.861.050.808.000,00 

b. Bertambah Rp 13.073.200.000,00 

         Jumlah Belanja setelah 

      Perubahan Rp.2.874.124.008.000,00 

      Defisit setelah Perubahan (Rp  317.044.654.000,00) 

 

3. PEMBIAYAAN  : 

a. Penerimaan                    

1). Semula      Rp     346.668.920.000,00 

2). Bertambah  Rp 0,00  

         Jumlah Penerimaan setelah  

          Perubahan  Rp.    346.668.920.000,00 

 

 

 

 



 

b. Pengeluaran                    

1). Semula    Rp     29.624.266.000,00 

2). Bertambah  Rp 0,00 

  Jumlah Pengeluaran setelah   

  Perubahan  Rp. 29.624.266.000,00 

 

             Jumlah Pembiayan Netto setelah    

             Perubahan  Rp. 317.044.654.000,00 

             Sisa  Lebih  Pembiayaan Anggaran  

             Tahun Berkenaan     Rp             0,00 

 

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 

2017 diubah dengan perincian lebih lanjut sebagaimana 

tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal  2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2017 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 

pada Lampiran II Peraturan Bupati ini, pada SKPD : 

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Belanja Langsung. 

Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS APBN). 

b. RSUD RAA Soewondo 

Belanja Langsung. 

Kegiatan Pengadaan alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. 

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Belanja Langsung. 

Kegiatan Peningkatan Jalan Ruas A-Z. 

Kegiatan Pembangunan Jembatan di Wilayah 

Kabupaten. 

Kegiatan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. 

d. Sekretariat DPRD 

Belanja Langsung. 

Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan. 



 

e. Kecamatan Tlogowungu 

Belanja Langsung. 

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

f. Kecamatan Juwana 

Belanja Langsung. 

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 

g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 

Pendapatan. 

Bantuan Keuangan Daerai Provinsi Jawa Tengah. 

Belanja Tidak Langsung. 

Bantuan Keuangan kepada Desa Untuk Program 

TMMD. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal  3 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Hibah yang diterima dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 

III Peraturan Bupati ini. 

 

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi  

sebagai berikut : 

Pasal  4 

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi 

Bantuan Sosial yang diterima dirinci lebih lanjut dalam 

Lampiran IV Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  II 

Peraturan Bupati Pati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

 



SITI SUBIA TI, SH. MM 
Pembina 

NIP. 19720424 199703 2 010 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal 4 Desember 2017 

BUPATI PATI, 

Ttd. 

HARYANTO 

 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 4 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

Ttd. 

SUHARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 81 

 


